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A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang
bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana
termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek
kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan
manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan
masyarakat Indonesia.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya
memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenubhi
kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar
sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain,
hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah
laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek
memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum
menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta

apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana



yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang
dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakanperbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia
adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini.
Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau
kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara
dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio
budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara
tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses
penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau
didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna
penyelesaian secepatnya.

Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah,
sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan
presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa

pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi
ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga
akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Menurut pasal 1 Perpres tersebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa. Ada sejumlah metode yang menurut
perpres 04 tahun 2015 yang boleh dipergunakan, yakni: metode lelang,
metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode
swakelola dan metode seleksi dengan persaingan dan lain-lain.

Dalam perpres tersebut, juga dikenal beberapa tahapan yang harus
dilalui berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari
semua tahapan tersebut, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang menyebabkan marak terjadinya korupsi disektor
pengadaaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dapat
dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya
kekuasaan dan uang. Untuk itu, memandang korupsi pengadaan barang
dan jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan
yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang
sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya

ekonomi. Karena secara alamiah, keinginan untuk tetap berkuasa ada



pada diri setiap politikus. Tidak hanya mempertahankan, melainkan juga
melanggengkan dan memperbesar pengaruh kekuasaannya.

Kepemilikan otoritas dan kekuasaan, mereka bisa
menggunakannya untuk memperkuat posisi bisnis, sedangkan
keuntungan dari bisnis itu digunakan untuk memperluas dan
mempengaruhi kekuasaan. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan
saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan mempunyai korelasi yang
erat dengan korupsi politik. Inilah yang menyebabkan korupsi di sektor
barang dan jasa sangat sulit untuk diberantas.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka
penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait
dengan korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah
dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadaan Barang Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar
(Studi Putusan No.12/PIPSUS-TPK/2019/PN.Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar
belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum Pidana Materil pada putusan

No.12/PIPSUS-TPK/2019/PN.Mks ?



2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara

putusan No.12/PIPSUS-TPK/2019/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka

pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil
terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang
sanggar kerajinan lorong-lorong kota Makassar.

2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
pengadaan barang.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis

a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam
pengadaan barang

b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan
menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum
terutama di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Secara Praktis
a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmah pada

umumnya untuk mencari, menelit, menemukan dan



memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat
khususnya masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
korupsi dalam pengadaan barang.

. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogidan
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh.



